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Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini.

Nama
Jabatan

Selanjutnya

Nama
Jabatan

Drs. Seffo Budi Hartono, MM
Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

disebut pihak pertama

drg. Oscar Primadi, MPH
Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama bedanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineda
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,

Jakarta, Desember 2O2O

Pihak Pertama,

Oscar Primadi, MPH
L96LLO20 1988031013

Drs.6etyo Budi Hartono, MM
NIP 19610509 198603 100 1



Unit Organisasi Eselon II
Tahun

PER.'AITJIAfr KIITER.'A

: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
:2O2L

Kegiatan
Pembinaan pengelolaan administrasi
Keuangan dan BMN

Anggaran
Rp. 12.518.153.000,-

Sekretaris Jenderal

Jakarta, Desember 2O2O

Kepala Biro Keuangan dan BMN

Drs.
NIP

-

o Budi Hartono, MM

No. Sasaran Indikator Kineria Target
(11 (21 (3) (41

1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
dan Barang Milik
Negara (BMN) serta
pengadaan barang/-iasa
Kementerian Kesehatan
secara efektif, efisien,
dan
dipertan ggungj awabkan
sesuai ketentuan

Persentase ketepatan
waktu penyampaian
Rekonsiliasi Laporan
Keuangan Satuan Kerja

Persentase Capaian
Realisasi Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa

Persentase jumlah satker
kantor Pusat dan Kantor
Daerah dengan Nilai
Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) lebih dari atau sama
dengan 80

Persentase nilai Barang
Milik Negara (BMN) yang
telah mendapatkan Surat
Keputusan Penetapan
Status Penggunaan (SK
PSP) sesuai ketentuan

too%

960/o

70%

LOOo/o

Primadi, MPH
110201988031013 )6105091986031001
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